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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perjanjian 

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda 

untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan 

kesepadanan dari istilah overeenkomst dalam bahasa Belanda atau agreement 

dalam bahasa Inggris.9Achmad Ichsan memakai istilah verbintenis untuk 

perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum 

Indonesia memakai istilah overeenkomst untuk perjanjian.10  

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata menyebutkan: “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  Sedangkan menurut 

subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.11 Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Perbuatan hukum bersegi atau timbal balik  

Suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih 

orang (pihak) kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas 

prestasi tersebut  

2. Adanya persetujuan konsensual  

Suatu perjanjian telah lahir jika telah ada kesepakatan/persesuaian 

kehendak diantara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan 

dirinya.12 

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, 

dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, 

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan 

organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja. Untuk 

                                                             
9 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, 

Citra Aditya Bakti, 2001, h. 2.  
10 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 

Kencana,  2008, h. 197. 
11 Dea Putri Fajarini, Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 12 Nomor 1, Surabaya, 

2019. 
12 Didit Dwi Supriyono, Penerapan Perjanjian Kredit Baku Bank Perkreditan 

Rakyat Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak, Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya Volume 12 Nomor 2, Surabaya, 2016. 
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membuat perjanjian para pihak bisa melakukannya sendiri ataupun mengunakan 

jasa notaris. 

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah 

memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib 

dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu 

menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” 

Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, 

seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga 

ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.13 Perjanjian itu merupakan sumber 

perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak 

sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang 

nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian. 

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,, suatu 

perjanjian akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 

yaitu sebagai berikut:14 

a. Adanya Kesepakatan (consensus, agreement). 

Kesepakatan ini dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh 

hukum, kedua belah pihak harus seiya sekata tentang apa yang telah 

diperjanjikan dalam kontrak. Apa yang dikehendaki pihak kesatu, maka 

harus dikehendaki pula pihak lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya 

bebas, artinya tidak ada paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) ataupun 

penipuan (bedrog). Sebagaimana pada Pasal 1321 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah 

apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 

penipuan.  

b. Cakap Berbuat Hukum (capacity) 

Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum 

memang dianggap cakap untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Sebagaimana Padal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

                                                             
13 Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 

2011, h. 263. 
14 Devirly Juwita Putri Cahyono, Dipo Wahyono, Penyelesaian Perselisihan Antara 

Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Dengan Dosen, Mimbar Keadilan 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Februari 2017, Surabaya, 2017. 
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yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikattan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. 

Mengenai orang-orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 ini adalah:  

a) Orang yang belum dewasa  

b) Orang yang mencapai umur 21 tahun atau yang sudah kawin 

walaupun belum berumur 21 tahun.  

c) Mereka yang berada di dibawah pengampuan.  

c. Hal Tertentu / Objek 

Suatu hal tertentu merupakan sesuatu yang berkenaan dengan objek 

perjanjian, pokok perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-

masing pihak. Mengenai hal ini dapat kita mengerti dengan membaca 

Pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1332 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, “hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian.” Sedangkan pada Pasal 1333 menjelaskan bahwa,” 

suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat 

ditentukan/dihitung”.  

d. Causa yang Halal 

Kata “causa” berasal dari bahasa Latin yang artinya “sebab”. Sebab 

adalah suatu yang menyebabkan orang atau para pihak membuat 

perjanjian. Tetapi “causa” yang dimaksud disini adalah mengenai isi 

perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai 

oleh para pihak. Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah 

dibuat dengan tujuan atau alas an yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, 

tidak boleh perjanjian itu dibuat untuk melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum, dan mengenai isi perjanjian juga tidak 

boleh bertentang dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan 

kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pada 

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan 

bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang palsu atau 

terlarang atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Eddy Damian menjelaskan bahwa akibat dari syarat pertama yang 

mengatur tentang kesepakatan, disyaratkan antara pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak untuk 
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mengadakan perjanjian. Ketentuan ini jelas menunjukan bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian tidak boleh menyebabkan cacat bagi perwujudan 

kehendak tersebut.15  Menurut Salim HS. Kebebasan kehendak (asas kebebasan 

berkontrak) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.  

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.  

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.  

4. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.  

5. Menentukan cara membuat perjanjian.16 

Lalu keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi 

semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Dimana syarat a 

dan b sebagai syarat subjektif yang jika dilanggar maka perjanjian itu dapat di 

batalkan dan syarat  c dan d sebagai syarat objektif yang jika dilanggar maka 

perjanjian itu batal demi hukum. Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara 

sah adalah sebagai berikut: 

a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 

1338 Ayat (1) KUH Perdata ), asas janji itu mengikat. 

b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 

1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila 

telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).7 

c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak 

menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 

1338 Ayat (2) KUH Perdata). 

d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) 

KUHPerdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, 

Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata. 

e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga. 

f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada 

sesudah perjanjian itu ada. 

                                                             
15 Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Data 

Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2017, 

Surabaya, 2017. 
16 Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, 

Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 12 Tahun 2, Surabaya, 

2019. 
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g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga 

mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). 

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-

diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata). 

h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan 

para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu 

dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang 

memaksa tersebut menjadi batal. 

Hubungan hukum dalam perjanjian yaitu hubungan yang menimbulkan 

akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak 

dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh 

para pihak memliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya. Hubungan 

ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk 

memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada 

kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang 

disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul 

tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. 

Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, 

untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). 

Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak 

sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya 

sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan 

tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak 

sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana 

mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa 

yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, 

pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan 

adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya 

(haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan 

kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena 

disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu 

dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut 
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atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi 

dapat berupa: 

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 

3) Terlambat memenuhi prestasi. 

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan 

 

2.2 Pembuktian 

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan 

tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi 

pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk 

menjatuhkan keputusan.17 Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah 

kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk 

mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang 

didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. 

Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas 

Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-

alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang 

berlaku.18 

 Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa 

pengertian, yaitu:19 

a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat 

mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan 

adanya bukti lawan.  

b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi 

bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang 

mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:  

1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat 

intuitif dan disebut conviction intime.  

2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga 

disebut conviction raisonee.  

                                                             
17 Bahtiar Effendie, et. al., Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara 

Perdata, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, h. 50. 
18 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, h. 7. 
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam, 

Yogyakarta, Liberty, 2002, h. 127. 
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3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak 

lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan.  

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian 

merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu 

peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan 

dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap 

pembuktian juga, pihak tergugat dapat mengunakan haknya untuk menyangkal 

dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan 

mengunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk 

menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.  

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam beperkara merupakan 

bagian yang sangat kompleks dalam proses ligitasi. Kompleksitas itu akan 

semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi 

kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). 

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang 

diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam 

hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada 

umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas 

untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat 

mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), 

sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti 

surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para 

pihak.  

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan 

memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, 

misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, 

artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh 

terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.20 

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat 

oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:21 

a. Teori Pembuktian Bebas  

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang 

beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-

                                                             
20 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan 

ke-2, Bandung, PT Alumni, 2013. h. 40. 
21 Ibid., h. 53. 
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Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-

Undang.  

b. Teori Pembuktian Terikat  

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak 

yang beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat 

bukti yang diajukan dalam persidangan. 

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum 

yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun 

berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak 

dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan 

yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum 

yang lebih rendah. 

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah 

adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan 

dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai 

pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-

undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim 

berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua 

kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.22 

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut: 

a. Asas ius curia novit  

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam 

pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus 

diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus 

diketahui dan diterapkan oleh hakim.  

b. Asas audi et altera partem  

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus 

diperlakukan sama (equal justice under law). Kedudukan prosesual 

yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim 

harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan 

para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk 

menang bagi para pihak haruslah sama.  

c. Asas actor sequitur forum rei  

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat 

tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of innocence 

yang dikenal dalam hukum pidana. 

                                                             
22 Ibid., h. 44 
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d. Asas affirmandi incumbit probatio  

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak 

maka ia harus membuktikannya.  

e. Asas acta publica probant sese ipsa  

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti 

suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi 

syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta 

otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada 

siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.23 

f. Asas testimonium de auditu  

Merupakan asas dalam pembuktian dengan mengunakan alat bukti 

kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, 

saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan 

mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, 

kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena 

keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, 

sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi 

dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang 

menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti. 

g. Asas unus testis nullus testis  

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja 

tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau 

adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan 

seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai 

pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu 

surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima 

sebagai pembuktian”. 

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang 

mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. 

Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk 

menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk 

membuktikan sesuatu. Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu 

tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal 

                                                             
23 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 153. 
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ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, 

maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini 

kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian 

diikuti oleh tergugat. 

Membicarakan tentang penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di 

dalam hukum acara pidana, maka dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap 

terdakwa, hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 

intinya adalah hakim dalam menvonis hukuman berdasarkan minimal dua alat 

bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya.24 

Sedangkan, di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian 

keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan 

hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 

HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa:  

“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau 

menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun 

menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya” 

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam 

hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran 

formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan 

oleh pihak-pihak yang beperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) 

RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak 

dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut. 

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. 

Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat 

maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal 

tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada 

penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil 

tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib 

memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas 

dalil yang diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan 

kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak 

diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh 

penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau 

                                                             
24 Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, Bukti Tidak Langsung Sebagai 

Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Mimbar 

Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 12 Nomor 1, Surabaya, 2019. 
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peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak 

dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.25 

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena 

kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa notoir (notoir feiten, 

noticeable facts). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim 

harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar 

malam, tak seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan. 

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat 

menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:26 

a. Teori Hukum Subyektif  

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan 

pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau 

mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini 

penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban 

membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat 

menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya 

peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-

peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat 

membatalkan.  

b. Teori Hukum Obyektif  

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari 

peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya 

untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya 

menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para 

pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang 

ditetapkan oleh hukum objektif ada. 

c. Teori Hukum Publik  

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam 

peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi 

wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, 

ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk 

membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus 

disertai sanksi pidana.  

d. Teori Hukum Acara  

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim 

(audi et alteram partem), merupakan pembagian beban pembuktian 

                                                             
25 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit.. h. 114. 
26 Ibid., h. 135-136. 
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menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan 

kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa 

kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena 

itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara 

seimbang atau patut. 

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, 

karena hakim mengunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus 

perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang 

digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi 

pihak yang beperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk 

meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi 

pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa 

digunakan hakim untuk memutus perkara.27 

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti 

sebagai berikut:28 

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau 

pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat 

yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di 

pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah 

dan lain-lain.  

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi 

Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti 

dan alat bukti yaitu sebagai berikut: 29 

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian 

atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat 

yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam 

perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan 

terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara 

perdata termasuk persangkaan dan sumpah. 

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang 

berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan 

berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPerdata. Di 

luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk 

                                                             
27 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum 

Positif , Surabaya, Pustaka Pelajar, 2004.  h. 25. 
28 Subekti, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, h. 17. 
29 Andi Hamzah. Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 99. 
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mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu 

pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 

RBg dan keterangan ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. 

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, 

adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta 

hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang 

berjudul A Textbook of Jurisprudence, seperti yang dikutip oleh Sudikno 

Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, 

atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang 

diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat 

documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang 

bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.30 

Alat bukti yang sah dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 

KUHPerdata, adalah sebagai berikut:  

1. Bukti dengan tulisan;  

2. Bukti dengan saksi;  

3. Bukti dengan persangkaan;  

4. Bukti dengan Pengakuan;  

5. Bukti dengan Sumpah.31 

Pengertian alat bukti yang sah telah tercantum secara jelas di dalam 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1), 

berupa:32  

1. keterangan saksi adalah suatu keterangan diberikan oleh saksi yang 

keterangannya itu diambil oleh penyidik maupun pengadilan melalui 

serangkaian pemeriksaan. 

2. keterangan ahli adalah keterangan yang diserahkan oleh seorang pria 

atau wanita yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus tentang 

suatu hal yang tujuannya untuk membantu menjelaskan suatu kasus 

tindak pidana yang juga bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di 

pengadilan  

3. surat adalah surat resmi menurut Pasal 187 KUHAP adalah surat yang 

dibuat oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan dan bisa juga 

                                                             
30 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 120. 
31 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di 

Indonesia, Cetakan 1, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011,  h. 133. 
32 Astria Yuli Satyarini Sukendar, Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media 

Sosial Terhadap Proses Pemidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 KUHP), Mimbar 

Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 12 Nomor 2, Surabaya, 2019. 
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berupa surat keterangan ahli bersifat khusus yang dibuat berdasarkan 

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan surat tidak 

resmi menurut Pasal 187 KUHAP adalah yang dimana pada ketentuan 

itu adalah merupakan surat pada umum nya yang isinya berhubungan 

dengan alat-alat bukti lainnya.  

4. Petunjuk adalah surat petunjuk ialah surat berisi petunjuk terhadap suatu 

perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan sudah terjadinya 

perkara pidana dan sudah dapat ditemukan dan ditentukan siapa 

pelakunya.  

5. keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa idalah segala sesuatu 

yang telah dinyatakan oleh terdakwa pada sidang pengadilan terhadap 

apa yang sudah ia lakukan, dan juga apa yang ia ketahui sendiri serta ia 

alami sendiri.  

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti tulisan atau surat 

sebagai alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat 

dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk 

akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. 

Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi: 

1) Kekuatan pembuktian luar  

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan 

sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu 

bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta 

tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya 

pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa 

setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai 

pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.  

2) Kekuatan pembuktian formil  

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang 

tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada 

pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang 

diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai 

keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. 

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya 

terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang 

yang menandatanganinya tetapi meliputi pula kebenaran formil yang 

dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di 

dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal 

pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.  
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3) Kekuatan pembuktian materil  

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut 

permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. 

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok 

akta otentik. 

 

2.3 Pengertian Akta 

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau 

“akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut pendapat 

umum mempunyai dua arti, yaitu:  

a) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling). 

b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai 

perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada 

pembuktian tertentu. 

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, 

keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang 

berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.  Menurut Pieter I Made 

Puryatma, akta sebagai alat bukti berupa tulisan atau dibalik tulisan yang 

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian.33  

unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan 

suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatangan akta 

tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 

Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-

tulisan di bawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang 

dipersamakan dengan mereka. 

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta 

di bawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 

KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan 

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. 

1. Akta Otentik  

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di 

dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat 

                                                             
33 Pieter I Made Puryatma, Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris, Denpasar, 2016,  

h. 1. 
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keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya 

dan dilihat di hadapannya.  

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu 

akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang 

untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli 

warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang 

tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan 

tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan 

perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah 

Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan 

sebagainya. 

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik 

adalah surat yang diuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, 

yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat 

itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang 

peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. 

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta 

otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta 

otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang 

diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu: 

a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenberstaan) 

seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang 

isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus 

menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.  

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak 

memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya 

dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan 

apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap 

(comparanten)  

c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, 

sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan 

jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan 

baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah 

hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah. 



24 

 

 

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:34 

a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk 

dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana 

disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat 

yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau 

hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. 

b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat yang berwenang.  

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; 

ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-

kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, 

tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau 

jabatan pejabat yang membuatnya)  

d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat 

dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam 

menjalankan jabatannya.  

e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat 

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 

2. Akta di Bawah Tangan 

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat serta 

ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau 

antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat 

untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.35 

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah 

tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat 

bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di 

dalamnya.  

Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang 

dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang 

                                                             
34 Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, 

Arkola, 2003, h.148. 
35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 

1998, h.125. 
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ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga 

dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang 

pejabat umum.  

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah: 

a. Legalisasi Yaitu akta di bawah tangan yang belum 

ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris 

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi 

akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, 

tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi. 

b. Waarmerken Yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan 

untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah 

ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan 

beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan 

mengenai siapa yang menandatangani dan apakah 

penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai 

kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.  

 Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan 

adalah sebagai berikut:  

a. Akta Otentik – Pasal 1868 KUHPerdata  

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang 

ditentukan oleh Undang-Undang  

2. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan 

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan 

“menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya)  

3. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang  

4. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai 

kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama 

mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, 

penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.  

5. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil 

b. Akta di Bawah Tangan  

1. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, 

melainkan bebas 

2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang 

berkepentingan  

3. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu 

pasti  
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4. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai 

kekuatan eksekutorial 

 

2.4 Notaris 

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara 

berdasarkan undang-undang. Seseorang yang meiliki gelar akademisi hukum, 

tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan 

oleh menteri.36 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.” 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Lalu dalam 

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk dapat 

diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Warga Negara Indonesia; 

b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

d) Sehat jasmani dan rohani; 

e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada 

kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi 

Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 

g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili 

kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada 

masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum. Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan 

mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya 

pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris 

diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang 

                                                             
36 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris 

Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, h.75. 
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menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat 

oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, 

walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari 

Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa 

mendapat pensiun dari Pemerintah. 

Istilah dari Pejabat Umum sendiri ialah terjemahan dari openbare 

ambtenaren yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 

1868 Burgerlijk Wetboek. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari 

ambtenaren adalah Pejabat. Dengan demikian openbare ambtenaren adalah 

pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. 

Openbare ambtenaren diartikan sebagai Pejabat yang diserahkan tugas untuk 

membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi 

seperti itu diberikan kepada Notaris.37 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Notaris sebagai 

Pejabat Umum ialah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta 

otentik dengan melayani kepentingan masyarakat. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta otentik bersifat 

umum, sedangkan wewenang Pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya 

wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas 

ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Selain Notaris, pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa 

burgelijke stand, jurusita deuwaarder, Hakim, Panitera Pengadilan dan lain 

sebagainya. Produk hukum dari Notaris ialah akta otentik berupa akta Notaris, 

yang hanya dibuat oleh Notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki 

kewenangan demikian, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan 

menjadi wewenang pejabat lain atau oleh Peraturan Umum, ditegaskan juga 

diberikan wewenang untuk itu (membuat akta otentik) kepada pejabat lain. 

Dalam hal ada peraturan umum atau Undang-Undang yang juga memberikan 

wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, bukanlah 

berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi Pejabat Umum.  

Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan Publik dapat dijelaskan 

sebagai berikut; 

1. Sebagai Jabatan  

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang 

artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang 

                                                             
37 Selly Masdalia Pratiwi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang 

Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya, Tesis Program Pascasarjana 

Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 48. 
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mengaturJabatan Notaris di Indonesia.Segala hal yang berkaitan dengan 

Notaris diIndonesia harus mengacu kepada UUJN.Jabatan Notaris 

merupakan suatulembaga yang diciptakan oleh negara.Menempatkan 

Notaris sebagai jabatanmerupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas 

yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi 

tertentu (kewenangan tertentu) sertabersifat berkesinambungan sebagai 

suatu lingkungan pekerjaan tetap. 

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.  

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 

hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut 

dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang 

jabatan lainnya.Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) 

melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, 

maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu 

perbuatan melanggar wewenang.38 

3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. 

Dalam hal ini Menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 angka 14 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).  

4. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.  

Pemerintah yang mengangkat Notaris dalam hal ini adalah Menteri 

Hukum.Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang 

diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya. Hononarium 

seorang Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris.39 

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.  

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang 

dibuatnya.Masyarakat berhak menggugat Notaris apabila ternyata akta 

yang dibuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku.40 

Pasal l angka 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai 

tugas Notaris. Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus 

dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas 

Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk 

                                                             
38 Selly Masdalia Pratiwi, Op. Cit., h. 51.   
39 Ibid.,   
40 Ibid., h.52.   
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tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah 

pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.41 maka tugas pokok 

dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1868 KUH Perdata. 

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan sebagaimana 

yang terikat pada ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut;  

1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan,perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangandan/atau yang dikehendaki oleh yang untuk 

dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatanAkta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan Akta,semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan ataudikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan olehUndang-Undang.  

2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang 

pula; 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus  

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus  

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang  

d. memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan  

e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya  

f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta  

g. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan  

h. Membuat Akta risalah lelang.  

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk 

meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal: 

a. Perbuatan hukum (rechts handeling); 

b. Perbutan nyata (feitelike handeling); 

c. Perjanjian (verbintenis); 

d. Ketetapan. 

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya 

                                                             
41 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Jakarta, 

PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, h. 159. 
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mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para 

pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan 

akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan 

untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini 

mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan 

semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris 

yang bersangkutan. 

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi 

segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang 

wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau 

dilanggar, maka Notaris akan dikenaka sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukannya. Kewajiban notaris telah diatur dalam pasal 16 uujn, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris;  

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta 

Akta;  

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta;  

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ 

janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;  

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku;  

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;  

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan akta setiap bulan;  

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat 

Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan 
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dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya;  

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan; 

l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan;  

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris;  

n. Menerima magang calon Notaris.  

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. 

Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah 

(aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris 

dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa 

Notaris.42 Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam 

ketentuan pasal 17 UUJN antara lain: 

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.  

2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah.  

3) Merangkap sebagai pegawai negeri.  

4) Merangkap sebagai pejabat negara.  

5) Merangkap jabatan sebagai advokat.  

6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.  

7) Merangkap jabatan sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atauPejabat 

Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.  

8) Menjadi Notaris Pengganti.  

9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris. 

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan 

oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN dapat 

dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, yaitu berupa 

                                                             
42 Penjelasan pasal 17 UUJN   



32 

 

 

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat 

atau pemberhentian dengan tidak hormat. 

 

2.5 Sanksi 

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or 

coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order 

(a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa 

yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. 

 Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan 

atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. 

Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum 

mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau 

merupakan ganti-rugi bagi yang menderita. 

Berikut ini ada beberapa jenis dari sanksi yaitu ; 

2.5.1 Sanksi Pidana 

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 

dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 

dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai 

salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui 

hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. 

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli 

dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). 

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan 

larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan 

penderitaan dengan sengaja.43 

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum 

dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, 

dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya 

tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, 

perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk 

                                                             
43 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, 

Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014,  h. 192. 
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mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat 

dari rumusan undang-undang.44 

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan 

peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai 

induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan 

khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan 

perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau 

berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 

2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 

1) Pidana Pokok, yang terbagi atas :  

a. Pidana Mati;  

b. Pidana Penjara;  

c. Pidana Kurungan;  

d. Pidana denda;  

e. Pidana Tutupan.  

2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

b. Perampasan barang-barang tertentu  

c. Pengumuman putusan hakim.  

Lalu Dalam praktik Notaris sebenarnya dapat dijatuhi atau 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau 

memalsukan akta. Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat 

saja dilakukan dengan batasan jika:45 

a) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta 

yang sengaja, penuh kesadaran kenisyafan serta direncanakan, 

bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris, 

bersamasama dengan penghadap (sepakat) untuk dijadikan 

dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; 

b) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta 

dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-

Undang Jabatan Notaris; dan 

                                                             
44 Ibid., 
45 Putri A. R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Jakarta, PT. Soft Media, 

2011, h. 58. 
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c) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang 

berwenang. 

 

2.5.2 Sanksi Perdata 

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau 

warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, 

perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan 

usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk 

sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi 

(kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan 

terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan 

hakim dapat berupa : 

1) Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu 

keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya 

adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;  

2) Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum 

pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, 

contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar 

kerugian pihak tertentu;  

3) Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan 

suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan 

menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya 

adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan 

yang sah.46 

Dalam praktik notaris dapat juga dikenakan sanksi perdata jika 

ada pihak yang dirugikan lalu pihak tersebut dapat menuntut notaris 

tersebut untuk meminta ganti rugi, biaya atau bunga. Tetapi jika notaris 

melanggar kode etik maka para pihak dapat melaporkan ke majelis 

pengawas notaris. 

2.5.3 Sanksi Administratif 

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan 

yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah 

sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat 

dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini 

tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu 

                                                             
46 Ibid., h. 193. 
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alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik 

(publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai 

reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).47 Jenis Sanksi 

Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:  

a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi 

atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan 

pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya 

bestuursdwang, dwangsom;  

b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan 

hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda 

administratif;  

c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi 

atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada 

ketetapan yang diterbitkan.48  

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat 

dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi 

administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, 

sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan 

memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi 

dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat 

sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan 

semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan 

sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi 

adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa 

harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana 

hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses 

pengadilan.49 

Notaris dapat terkena sanksi administratif jika melanggar 

peraturan yang berlaku, beberapa sanksi administratif yang dapat 

dijatuhkan ke notaris yaitu sebagai berikut: 

a) Terguran lisan; 

b) Teguran tertulis; 

c) Pemberhentian sementara; 

                                                             
47 Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006,  h. 

315. 
48 Ibid., h. 319. 
49 Philipus M. Hadjon, et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, 

Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008, h. 247. 
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d) Pemberhentian dengan hormat; dan 

e) Pemberhentian tidak hormat. 


